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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB DIREKTUR BUMN DALAM HAL
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Janes H. Simamora
Sunarmi
Mahmul Siregar

Terjadi inkosistensi ataupun kontradiktif diantara beberapa undang —
undang, tentang pengaturan keuangan negara yang berhubungan dengan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga berpengaruh pada Penegakan Hukum
Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan dukungan
Observasi Yuridis. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, dengan
penelitian menggunakan Data Sekunder, dan disajikan dengan pembahasan
bersifat Deskriptif Analitif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan yang bersifat privat
yang ditinjau dari hukum perusahaan diperkuat dengan Fatwa Mahkamah Agung
Republik Indonesia terbit pada Agustus 2006 Tentang Keuangan Negara Pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki perbedaan penafsiran dan
pengaturan dengan peraturan yang bersifat publik, tentang kedudukan kekayaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keuangan negara, hal ini juga
berpengaruh terhadap pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atas ancaman sanksi Tindak Pidana Korupsi.

Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan amandemen / supervisi
terhadap peraturan — peraturan yang tidak sinkron tersebut, agar didapatkan
kepastian hukum, khususnya untuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunct: Tipikor
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah yang paling sulit dan kompleks yang
terjadi di setiap negara baik negara itu sudah maju, terutama yang masih
terbelakang.! Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam
persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi
telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan perkembangan masalah korupsi
saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang luar biasa
karcna sudah menjangkit ke seluruh lapisan masyarakat.

Masalah korupsi sering diidentikkan dengan pegawai yang telah
menyalahgunakan keuangan negara maka dalam perkemibangannya masalah
korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif, yudikatif, bankir dan
konglomerat serta korporasi, yang berdampék membawa kerugian bagi
keuangan negara. Orang pun tidak merasa malu lagi menyandang predikat
tersangka kasus korupsi, sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah
menjadi sesuatu yang biasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi
Anef dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana yang menyatakan
sebagai berikut :

“Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah moral/sikap

mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan

lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan

kesejahteraan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi,
masalah ekonomi/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan

UNIVERSITAS BatiaANIdiREAopa, Masalah Kerupsi dan Pemecahan, Jakarta Selatan, 1997, Hal. 1



dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem
pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik’™

Upaya pemerintah tidak pemah berhenti untuk pcnyempurnaan
peraturan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, hal ini
terbukti sudah dimulai dari Peraturan Pengawas Militer Nomor
PRT/PM/06/1957 sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Rcpublik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dicabut dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor
31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dirubah
dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan
Undang — Undang Pemberantasan TIPIKOR).

Selain melakukan penyempurnaan aturan - aturan yang mengatur
masalah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah banyak upaya yang
dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, -diantaranya dengan
membentuk suatu komisi anti korupsi yang dikenal dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), selanjutnya disebut dengan KPK saja, namun
keberadaan lembaga ini yang diharapkan dapat menekan seminimal mungkin
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia, hasilnya dirasakan belum
menggembirakan, terbukti adanya fakta pejabat KPK sendiri yaitu Antasari

Azhar terlibat dalam urusan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ini yang berakhir

? Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2003,
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